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The gap between needs and utilization of family planning (KB) services, known as
unmet need, is a major challenge in improving community welfare, especially in Serang
City. Various factors influence this condition, one of which is the dynamics of gender
relations in the family and society which have an impact on the decision to use
contraception. A gender perspective is key in understanding the root of the problem of
unmet need, considering that access to information, freedom in decision making, and
social norms are influenced by gender roles. Therefore, this research aims to evaluate
how gender perspectives influence unmet need in family planning programs and their
impact on the quality of life of people in Serang City. This research uses a qualitative
approach by conducting in-depth interviews with couples of childbearing age (PUS)
and analyzing secondary data from various health surveys. The research results reveal
that limited access to information regarding contraception, lack of involvement of
husbands in decision making, and social norms limiting women's role in choosing
appropriate family planning methods are factors that contribute to the high rate of
unmet need. Apart from that, economic and cultural barriers are also challenges that
worsen this condition. The conclusion of this research confirms that implementing a
gender-based approach in family planning programs is very important to reduce unmet
need and improve people's quality of life. By ensuring access to family planning
information and services, and encouraging men's active participation in decision
making, family planning programs can run more effectively. Therefore, policies that
consider gender aspects will not only increase the success rate of family planning
programs, but also contribute to the welfare of families and society at large.
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ABSTRAKSI

Kesenjangan antara kebutuhan dan pemanfaatan layanan keluarga berencana (KB), yang
dikenal sebagai unmet need, menjadi tantangan utama dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Serang. Berbagai faktor memengaruhi
kondisi ini, salah satunya adalah dinamika relasi gender dalam keluarga dan masyarakat
yang berdampak pada keputusan penggunaan kontrasepsi. Perspektif gender merupakan
kunci dalam memahami akar permasalahan unmet need, mengingat akses terhadap
informasi, kebebasan dalam pengambilan keputusan, serta norma sosial dipengaruhi
oleh peran gender. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
bagaimana perspektif gender memengaruhi unmet need dalam program KB dan
dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat di Kota Serang. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap
pasangan usia subur (PUS) serta menganalisis data sekunder dari berbagai survei
kesehatan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterbatasan akses informasi
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mengenai kontrasepsi, kurangnya keterlibatan suami dalam pengambilan keputusan,
serta norma sosial membatasi peran perempuan dalam memilih metode KB yang sesuai
merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka unmet need. Selain itu,
hambatan ekonomi dan budaya juga menjadi tantangan yang memperburuk kondisi ini.
Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan pendekatan berbasis
gender dalam program KB sangat penting untuk mengurangi unmet need serta
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memastikan akses terhadap informasi
dan layanan KB, serta mendorong partisipasi aktif laki-laki dalam pengambilan
keputusan, program KB dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, kebijakan yang
mempertimbangkan aspek gender tidak hanya akan meningkatkan tingkat keberhasilan
program KB, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat

secara luas.

Kata Kunci: gender, unmet need, keluarga berencana, kualitas hidup, Kota Serang.

PENDAHULUAN

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu
program pemerintah yang dirancang untuk
mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui
jarak kelahiran dan jumlah anak. Menurut Undang-
Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, KB adalah upaya mengatur kelahiran
anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur
kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan
bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk
mewujudkan keluarga yang berkualitas (Republik
Indonesia, 2009).

Namun, dalam program KB terdapat suatu
tantangan yakni fenomena unmet need, adalah
kebutuhan yang tidak terpenuhi terhadap layanan
KB. Menurut Peraturan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia
nomor 18 Tahun 2020 tentang pelayanan Keluarga
Berencana dan Pacsa Persalinan, unmet need
merupakan pasangan usia subur yang tidak ingin
memiliki anak lagi atau yang ingin menjarangkan
kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi
(BKKBN, 2020)

Unmet need ini mengacu pada kondisi ketika
pasangan usia subur (PUS) tidak menggunakan
metode kontrasepsi meskipun memiliki keinginan
untuk menunda atau menghentikan kehamilan.
Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan
antara  keinginan dan  praktik  penggunaan
kontrasepsi, yang sering kali diakibatkan oleh
berbagai faktor kompleks, termasuk keterbatasan
akses terhadap layanan KB, kurangnya informasi,
dan pengaruh norma sosial. Unmet need dalam
program KB menjadi salah satu indikator penting
untuk menilai keberhasilan layanan kesehatan
reproduksi.

Unmet need menjadi salah satu isu strategis
terkait layanan dasar yang harus diturunkan.
Berdasarkan Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN
Provinsi Banten, diketahui bahwa angka Unmet
need Provinsi Banten tahun 2022 sebesar 15,66%
dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar
11,7% (Perwakilan BKKBN Provinsi Banten,
2023). Laporan pertanggungjawaban Pemerintah
Daerah Kota Serang, angka Unmet need tahun 2022
sebesar 14,33% dan mengalami penurunan di tahun
2023 menjadi sebesar 12,46% (DP3AKB Kota
Serang, 2023). Namun, dalam Rencana Strategis
(Renstra) BKKBN 2020-2024, angka Unmet need
ditargetkan sebesar 7,4% pada tahun 2024 (BKKBN
RI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa angka
Unmet need di Kota Serang masih cukup tinggi,
artinya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin
menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai
kontrasepsi jumlahnya masih banyak di Kota
Serang. Berikut grafik Unmet need di Provinsi
Banten dan Kota Serang tahun 2019-2023:

Grafik 1. Trend Unmet need 2019-2023
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Di Kota Serang, angka unmet need tergolong
masih relatif tinggi apabila dibandingkan Kota lain
di Provinsi Banten, yang berdampak pada angka
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kelahiran yang tidak direncanakan, peningkatan
risiko kesehatan reproduksi, dan menurunnya
kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.
Tingginya angka ini memiliki implikasi serius
terhadap kesehatan reproduksi, kesejahteraan
ekonomi, dan kualitas hidup.

Tingginya angka unmet need di Kota Serang
menunjukkan adanya hambatan struktural dan
budaya yang perlu diatasi. Selain masalah akses dan
ketersediaan layanan KB, perspektif gender dalam
keluarga dan masyarakat menjadi faktor yang sangat
penting dalam menentukan keberhasilan upaya
menurunkan unmet need. Perspektif gender
memengaruhi berbagai aspek, mulai dari distribusi
informasi hingga pengambilan keputusan terkait
penggunaan kontrasepsi.

Ketidaksetaraan ~ gender  sering  kali
menghambat perempuan dalam mendapatkan
informasi dan layanan KB yang mereka butuhkan.
Dalam banyak kasus, keputusan terkait KB
didominasi oleh pihak laki-laki dalam keluarga,
baik karena norma sosial yang menguatkan peran
dominan laki-laki maupun kurangnya
pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan
tantangan tambahan bagi perempuan dalam
mengakses dan menggunakan metode KB yang
sesuai dengan kebutuhan mereka.

Masih tingginya Unmet need di Kota Serang
merupakan suatu isu yang sangat krusial apabila
dilihat dari perspektif gender. Banyak pasangan
yang memiliki hambatan dalam mengakses layanan
keluarga berencana akibat persepsi tentang peran
gender dalam pengambilan keputusan keluarga.
Jakiyah & Amelda, (2023) melalui hasil
penelitiannya di Kecamatan Cipocok Jaya Kota
Serang menyatakan bahwa laki-laki memegang
peranan penting sebagai kepala keluarga dalam
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, anggapan
bahwa pengambilan keputusan terkait penggunaan
kontrasepsi sepenuhnya merupakan tanggung jawab
wanita menciptakan ketimpangan dalam akses dan
kesetaraan akan pentingnya perencanaan keluarga.
Di kehidupan bermasyarakat, laki-laki cenderung
memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan
keputusan keluarga tetapi Kketerlibatannya masih
kurang dalam penggunaan KB. Sementara wanita
dalam posisi terjebak stereotip gender merasa takut
atau malu untuk mengutarakan kebutuhan terkait

kontrasepsi. Hal ini mengakibatkan banyak PUS
yang memiliki kebutuhan KB tetapi tidak terpenuhi
karena adanya hambatan budaya dan sosial yang
menghambat akses terhadap layanan KB. Perspektif
gender dalam kesehatan reproduksi ini menyoroti
bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan
memengaruhi akses, penggunaan, dan keputusan
terkait kontrasepsi. Ketidaksetaraan gender, seperti
dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan
dan stereotip peran  perempuan, menjadi
penghambat dalam memenuhi kebutuhan KB

Mengatasi unmet need melalui pendekatan
yang mempertimbangkan perspektif gender tidak
hanya akan meningkatkan partisipasi KB, tetapi
juga memberikan dampak positif yang luas terhadap
kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, dan
pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh
karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan
antara perspektif gender dan unmet need di Kota
Serang, serta bagaimana strategi berbasis gender
dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ~ ini  menggunakan  metode
kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data
primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam
dengan PUS yang mengalami unmet need di Kota
Serang. Pemilihan informan dilakukan secara
purposif untuk memastikan keberagaman latar
belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Data
sekunder  diperolen  dari  laporan  Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dan
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).
Analisis data dilakukan menggunakan metode
tematik untuk mengidentifikasi pola-pola terkait
perspektif gender dan unmet need

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor
gender memiliki  peran  signifikan  dalam
menentukan tingkat unmet need di Kota Serang.
Beberapa temuan utama adalah:
Akses Informasi dan Edukasi

Masalah kurangnya akses informasi yang
memadai terkait metode kontrasepsi di Kota Serang
merupakan tantangan signifikan dalam upaya
meningkatkan partisipasi dalam program Keluarga
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Berencana (KB). Faktor sosial budaya yang
memperkuat stigma terhadap kontrasepsi dan norma
yang menganggap  pembicaraan  mengenai
kontrasepsi sebagai hal tabu semakin memperparah
keadaan. Hal ini menyebabkan perempuan, terutama
yang sudah menikah, merasa tertekan oleh
ekspektasi  sosial, sehingga mereka enggan
membahas atau menggunakan kontrasepsi meskipun
memiliki kebutuhan. Hal ini juga diungkapkan oleh
Okenyoru et al., (2023) bahwa faktor budaya seperti
mitos dan kesalahpahaman, perspektif gender, dan
dinamika pengambilan keputusan secara signifikan
mempengaruhi ~ penggunaan  kontrasepsi  di
Kabupaten Turkana. Norma-norma sosial budaya ini
menciptakan stigma dan mencegah diskusi terbuka
tentang kontrasepsi, memperburuk tantangan dalam
mengadopsi metode keluarga berencana modern

Beberapa informan yang diwawancarai
menyatakan bahwa mereka merasa takut atau
khawatir terhadap penilaian negatif dari lingkungan
sekitar jika diketahui menggunakan kontrasepsi.
Stigma ini tidak hanya terbatas pada perempuan
dewasa, tetapi juga pada remaja perempuan yang
membutuhkan edukasi tentang kesehatan reproduksi
sejak dini. Sayangnya, tingkat literasi mengenai
kesehatan reproduksi masih rendah, terutama di
kalangan remaja perempuan. Hal ini menciptakan
kesenjangan informasi yang memperburuk unmet
need atau kebutuhan yang tidak terpenuhi akan alat
kontrasepsi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Harper (2024) menyatakan bahwa
literasi kesehatan reproduksi secara signifikan
mempengaruhi  kesenjangan  informasi  yang
mengarah pada kebutuhan yang tidak terpenuhi
dalam keluarga berencana dan kesehatan ibu.
Kurangnya literasi dan akses ke informasi dapat
menghambat  kemampuan  perempuan  untuk
membuat pilihan reproduksi berdasarkan informasi,
yang mengakibatkan hasil kesehatan yang
merugikan.

Kesenjangan informasi ini juga diperparah
oleh minimnya penggunaan media komunikasi yang
inovatif oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk
menyampaikan pesan kesehatan reproduksi secara
efektif. Media sosial, yang sebenarnya memiliki
potensi besar sebagai alat komunikasi modern,
belum dimanfaatkan secara maksimal untuk
menyebarkan informasi yang akurat dan menarik
tentang program KB. Padahal, media sosial dapat

menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau
berbagai kelompok masyarakat, termasuk remaja
dan perempuan dewasa.

Media sosial memiliki potensi yang
signifikan ~ untuk  meningkatkan  penyebaran
informasi akurat mengenai program pengendalian
kelahiran, namun tetap kurang dimanfaatkan.
Penelitian menunjukkan bahwa sementara sebagian
besar konten yang dibagikan di platform seperti
Facebook dan YouTube akurat, informasi yang
salah tetap ada, sering disebarkan oleh profesional
kesehatan itu sendiri. Ini menyoroti perlunya
pendekatan strategis untuk memanfaatkan media
sosial secara efektif untuk pendidikan kesehatan
masyarakat (Abuduxike et al., 2023). Setianti et al.,
(2017) juga menyatakan media sosial kurang
dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi akurat
tentang program pengendalian kelahiran, terlepas
dari potensinya. Remaja sering beralih ke media
sosial untuk informasi kesehatan reproduksi karena
tabu orang tua, menyoroti perlunya strategi
komunikasi yang efektif di bidang ini.

Pengambilan Keputusan

Keputusan  terkait  penggunaan  alat
kontrasepsi di banyak keluarga di Kota Serang
sering kali bukan merupakan hasil diskusi bersama,
melainkan  didominasi  olen  suami.  Pola
pengambilan keputusan yang patriarkal ini menjadi
salah satu hambatan utama dalam meningkatkan
partisipasi perempuan dalam program Keluarga
Berencana (KB). Beberapa informan
mengungkapkan bahwa suami cenderung menolak
penggunaan KB dengan alasan yang beragam, mulai
dari  kurangnya pemahaman, mitos yang
berkembang di masyarakat, hingga ketakutan
terhadap efek samping yang dianggap dapat
membahayakan kesehatan istri atau memengaruhi
keharmonisan rumah tangga.

Mitos yang beredar terkait penggunaan
kontrasepsi, seperti anggapan bahwa alat
kontrasepsi  dapat  menyebabkan infertilitas
permanen, menurunkan gairah seksual, atau bahkan
membahayakan nyawa, menjadi salah satu faktor
yang memperparah penolakan ini. Suami yang
kurang mendapatkan informasi yang benar tentang
manfaat dan risiko alat kontrasepsi sering kali
menjadi penghalang bagi perempuan yang ingin
menggunakan KB. Dalam situasi seperti ini,
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perempuan tidak hanya menghadapi stigma sosial,
tetapi juga keterbatasan dalam mengontrol
keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka
sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Joseph et al., 2024) bahwa mitos
seperti keyakinan bahwa kontrasepsi menyebabkan
infertilitas permanen, mengurangi gairah seksual,
atau menimbulkan risiko yang mengancam jiwa
secara signifikan berkontribusi pada keengganan
dalam menggunakan pil kontrasepsi oral, yang
berasal dari informasi yang salah dan kurangnya
komunikasi yang tepat tentang efeknya.

Ketakutan terhadap efek samping juga
menjadi isu yang cukup dominan. Banyak suami
khawatir bahwa kontrasepsi hormonal, seperti pil
KB atau suntik KB, dapat menimbulkan masalah
kesehatan pada istri mereka, seperti kenaikan berat
badan, gangguan hormonal, atau perubahan suasana
hati. Padahal, sebagian besar efek samping ini
bersifat sementara dan dapat diminimalkan dengan
konsultasi medis yang tepat. Sayangnya, minimnya
akses ke layanan kesehatan yang ramah dan
informasi yang kredibel membuat banyak pasangan
tetap terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar.

Untuk mengatasi persoalan ini, pendekatan
berbasis edukasi harus dilakukan tidak hanya
kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki
sebagai bagian dari program KB. Kampanye yang
melibatkan pasangan suami-istri secara bersamaan
dapat membantu meningkatkan pemahaman kedua
belah pihak tentang pentingnya perencanaan
keluarga dan pilihan kontrasepsi yang tersedia.
Pendekatan ini juga dapat mendorong komunikasi
yang lebih baik antara pasangan terkait kesehatan
reproduksi, sehingga keputusan mengenai KB dapat
diambil secara bersama-sama dan berdasarkan
informasi yang tepat. Aventin et al., (2023)
menyatakan bahwa intervensi keluarga berencana
yang melibatkan pria dan wanita menyebabkan
tingginya penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat
keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan intervensi Kkhusus wanita saja. Hasil
penelitian Sundoro et al., (2023) juga menyatakan
bahwa partisipasi laki-laki, terutama sebagai kepala
keluarga, sangat penting untuk keluarga berencana
yang efektif. Dengan meningkatkan pemahaman
pria tentang metode kontrasepsi, seperti Metode
Operasi Pria (MOP), dan mengatasi mitos dan fakta,
program ini  bertujuan untuk meningkatkan

keterlibatan dan dukungan mereka untuk inisiatif
keluarga berencana, yang pada akhirnya mengarah
pada hasil kesehatan reproduksi yang lebih baik
bagi keluarga.

Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat,
seperti pemuka agama dan tokoh adat, dapat
membantu menghilangkan mitos dan memberikan
pemahaman yang lebih baik kepada laki-laki
mengenai manfaat kontrasepsi bagi kesejahteraan
keluarga. Dengan dukungan dari berbagai pihak,
diharapkan suami tidak lagi menjadi penghalang,
tetapi justru menjadi mitra yang mendukung
perempuan dalam mengakses layanan KB. Upaya
ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih
mendukung untuk pengambilan keputusan yang
inklusif ~ dan  berbasis  kesetaraan  gender.
Keterlibatan =~ tokoh  masyarakat,  khususnya
pemimpin agama dan adat, memainkan peran
penting dalam meningkatkan pemahaman dan
penerimaan  kontrasepsi  untuk  kesejahteraan
keluarga. Para pemimpin ini dapat secara efektif
menghilangkan ~ mitos  seputar ~ penggunaan
kontrasepsi dan mempromosikan manfaatnya dalam
komunitas mereka. Mwakisole et al., (2023) dalam
penelitiannya menjelaskan bahwa para pemimpin
agama berfungsi sebagai tokoh tepercaya, secara
signifikan  mempengaruhi  sikap  masyarakat
terhadap keluarga berencana. Dukungan mereka
dapat menyebabkan peningkatan penggunaan
kontrasepsi, sebagaimana dibuktikan oleh sebuah
penelitian di  Tanzania di mana intervensi
pendidikan  untuk para  pemimpin  agama
menghasilkan peningkatan 47% dalam penggunaan
kontrasepsi

Norma Gender

Norma-norma tradisional yang
menempatkan perempuan sebagai pihak yang
sepenuhnya bertanggung jawab atas kesehatan
reproduksi seringkali meningkatkan beban yang
mereka tanggung, terutama dalam menghadapi
unmet need atau kebutuhan yang belum terpenuhi
terkait layanan keluarga berencana (KB). Pada
banyak komunitas di Indonesia, termasuk di Kota
Serang, masih berlaku pandangan yang menganggap
bahwa peran perempuan dalam hal reproduksi
adalah tugas utama mereka. Hal ini menyebabkan
perempuan seringkali merasa tertekan untuk
memenuhi ekspektasi sosial tersebut, yang pada
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gilirannya memperburuk akses mereka terhadap
layanan KB yang dapat memenuhi kebutuhan
kesehatan reproduksi mereka.

Norma gender tradisional ini tidak hanya
membebani perempuan secara psikologis, tetapi
juga menjadi penghalang nyata dalam akses mereka
terhadap layanan kesehatan, termasuk penggunaan
kontrasepsi yang tepat. Di beberapa kecamatan di

Kota Serang, seperti Kasemen dan Curug,
pengambilan  keputusan  terkait  penggunaan
kontrasepsi masih dominan di tangan suami.

Berdasarkan data yang ada, sekitar 65% keputusan
mengenai kontrasepsi di daerah tersebut ditentukan
oleh suami, bukan oleh perempuan itu sendiri.
Padahal, keputusan mengenai kesehatan reproduksi
adalah hal yang sangat pribadi dan harus didasarkan
pada kebutuhan serta kenyamanan perempuan.

Dari hasil wawancara kepada informan
didapatkan informasi bahwa banyak perempuan
merasa bahwa mereka tidak memiliki otonomi
penuh dalam memilih metode kontrasepsi yang
sesuai dengan kondisi dan preferensi mereka.
Beberapa dari mereka bahkan merasa terpaksa
mengikuti keputusan suami, meskipun metode yang
dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan
mereka. Hal ini memperburuk ketimpangan gender
yang ada, di mana perempuan diposisikan sebagai
pihak yang lebih pasif dalam pengambilan
keputusan yang seharusnya melibatkan hak dan
kebutuhan mereka.

Ketergantungan perempuan pada keputusan
suami dalam hal kontrasepsi menunjukkan masih
kuatnya norma patriarkal yang mendominasi
kehidupan rumah tangga di beberapa wilayah.
Keadaan ini juga dipengaruhi oleh faktor budaya
dan sosial yang membatasi ruang bagi perempuan
untuk mengungkapkan pilihan mereka. Di banyak
daerah, ada anggapan bahwa suami sebagai kepala
keluarga memiliki kewenangan penuh dalam
berbagai keputusan, termasuk yang berkaitan
dengan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Hal
ini seringkali membuat perempuan merasa tidak
berdaya atau bahkan tidak memiliki pengetahuan
yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat
mengenai penggunaan kontrasepsi. Gagasan suami
sebagai kepala keluarga, yang memiliki otoritas
penuh atas keputusan yang berkaitan dengan
kesehatan dan kesejahteraan, berakar kuat dalam
berbagai konteks budaya dan agama. Struktur

patriarki ini sering menempatkan laki-laki sebagai
pengambil keputusan utama, yang dapat mengarah
pada hasil positif dan negatif untuk dinamika
keluarga. Eva & Habib dan Md. Ahsan (2024)
mengemukakan bahwa norma patriarki
memposisikan suami sebagai pengambil keputusan
utama dalam masalah keluarga, termasuk kesehatan
reproduksi, yang menyebabkan otonomi perempuan
dibatasi  secara  signifikan.  Dinamika ini
memperkuat peran gender tradisional, di mana
pendapat perempuan sering diremehkan dalam
proses pengambilan keputusan.

Selain itu, minimnya informasi yang tersedia
mengenai berbagai metode KB dan bagaimana cara
mengaksesnya juga berkontribusi pada masalah ini.
Banyak perempuan tidak mendapatkan pendidikan
kesehatan reproduksi yang memadai, baik di tingkat
keluarga, masyarakat, maupun melalui layanan
kesehatan formal. Akibatnya, mereka seringkali
tidak tahu pilihan yang tersedia, dan lebih memilih
metode kontrasepsi yang disarankan oleh suami atau
keluarga, meskipun belum tentu metode tersebut
paling sesuai dengan kondisi mereka.

Oleh karena itu, penting untuk mengubah
pandangan sosial yang membatasi peran perempuan
dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan
reproduksi mereka. Pendekatan yang lebih inklusif
dan berbasis kesetaraan gender sangat dibutuhkan,
agar perempuan dapat lebih aktif terlibat dalam
memilih metode KB yang sesuai dengan kebutuhan
mereka. Edukasi yang lebih luas mengenai hak-hak
kesehatan reproduksi perempuan dan pentingnya
peran mereka dalam pengambilan keputusan terkait
kontrasepsi harus diberikan, baik melalui program-
program pemerintah maupun inisiatif berbasis
masyarakat yang memperkuat posisi perempuan
dalam keluarga dan masyarakat. Studi dari Damtew
& Fantaye, (2024) menyatakan bahwa 59% wanita
secara independen memutuskan  penggunaan
kontrasepsi, menunjukkan perlunya peningkatan
dukungan dan pemberdayaan untuk semua wanita,
terutama 6,06% yang tidak memiliki suara, untuk
meningkatkan kesetaraan gender dalam
pengambilan keputusan kontrasepsi.

Dampak terhadap Kualitas Hidup

Tingginya angka unmet need di Kota Serang
memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup
perempuan dan keluarganya. Ketika kebutuhan akan

137



kontrasepsi tidak terpenuhi, perempuan menjadi
lebih rentan terhadap kehamilan yang tidak
direncanakan. Hal ini dapat memicu tekanan fisik,
psikologis, dan sosial yang signifikan, terutama bagi
mereka yang sudah memiliki anak atau berada
dalam kondisi ekonomi yang sulit. Informan dalam
studi ini mengungkapkan bahwa kehamilan tidak
direncanakan dapat membawa beban ekonomi yang
berat, seperti meningkatnya pengeluaran untuk
kebutuhan anak, perawatan kesehatan, dan
pendidikan, yang tidak selalu dapat mereka
tanggung.

Kurangnya akses terhadap kontrasepsi
modern juga meningkatkan risiko kesehatan
perempuan, terutama yang berkaitan dengan
komplikasi kehamilan dan kelahiran. Perempuan
yang mengalami kehamilan berulang dalam waktu
dekat tanpa jeda yang cukup cenderung lebih rentan
ternadap masalah kesehatan, seperti anemia,
hipertensi, hingga komplikasi serius selama
persalinan. Kondisi ini tidak hanya membahayakan
kesehatan ibu, tetapi juga meningkatkan risiko bayi
lahir prematur, berat badan lahir rendah, atau
bahkan kematian ibu dan anak. Situasi ini semakin
diperparah oleh keterbatasan akses layanan
kesehatan di daerah tertentu, sehingga perempuan
tidak mendapatkan dukungan medis yang memadai.

Dampak unmet need juga meluas pada
kesejahteraan anak-anak dalam keluarga. Ketika
kehamilan tidak direncanakan terjadi, orang tua
sering menghadapi tantangan dalam menyediakan
kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, akses
pendidikan yang layak, dan lingkungan tumbuh
kembang yang sehat. Anak-anak dari keluarga
dengan banyak anak cenderung memiliki risiko
lebih tinggi mengalami kekurangan gizi yang dapat
menjadikan anak stunting, putus sekolah, atau
kurang mendapatkan perhatian yang memadai
karena keterbatasan waktu dan sumber daya orang
tua. Kondisi ini dapat menciptakan lingkaran
kemiskinan yang sulit diputus, di mana kurangnya
kesejahteraan anak berdampak pada masa depan
keluarga secara keseluruhan. Data keluarga risiko
stunting (KRS) di Kota Serang dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 1. Data KRS di Kota Serang Tahun
2024

No | Kecamatan Keluarga KRS
Sasaran

1 [Serang 38.999 5.367
2  |Kasemen 18.227 4.132
3 |Walantaka 19.966 2.814
4  |Curug 11.427 705
5 |Cipocok Jaya 18.972 2.134
6 [Taktakan 22.595 3.269

Total 130.186 18.421

Sumber : (BKKBN, 2024)
Tabel 2. Indikator Kemiskinan Kota Serang
tahun 2021-2023

Indikator Kemiskinan Tahun
2021 | 2022 2023

Penduduk Miskin (Ribul 47,91 42,56 44,99
Jiwa)
% Penduduk Miskin 6,79 5,94 6,20
Garis Kemiskinan 431.210 570.368 511.575
Sumber : (BPS Kota Serang, 2024)

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat

diketahui bahwa jumlah keluarga risiko stunting di
Kota Serang sebesar 18.421 keluarga dari jumlah
sasaran yang ada sebanyak 130.186 keluarga. Jumlah
penduduk miskin di Kota Serang relative meningkat dari
tahun 2022 ke 2023 yakni sebanyak 42,56 ribu jiwa pada
tahun 2022 (5,94%) dan sebanyak 44,99 ribu jiwa pada
tahun 2023 (6,2%)

Selain hal tersebut, tekanan yang muncul
akibat unmet need juga dapat memengaruhi
hubungan antara pasangan. Ketidakharmonisan
dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh tekanan
ekonomi dan kelelahan emosional yang dirasakan
oleh perempuan akibat kehamilan berulang. Suami
yang tidak memahami pentingnya perencanaan
keluarga cenderung tidak memberikan dukungan
emosional atau praktis, yang dapat memperburuk
situasi. Dalam jangka panjang, kurangnya
kesepakatan antara pasangan mengenai perencanaan
keluarga dapat menurunkan kualitas hidup seluruh
anggota keluarga.

Untuk mengatasi dampak negatif ini,
pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan
akses terhadap  kontrasepsi modern  serta
memperluas program edukasi kesehatan reproduksi.
Penyediaan layanan KB yang lebih ramah
perempuan dan program penyuluhan yang
melibatkan pasangan suami-istri dapat membantu
memenuhi  kebutuhan  kontrasepsi  sekaligus
mengurangi angka unmet need. Dengan langkah-
langkah strategis ini, diharapkan kualitas hidup
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perempuan dan keluarganya dapat meningkat secara
signifikan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih
sehat dan sejahtera. Meningkatkan layanan
pengendalian kelahiran yang ramah wanita dan
melibatkan pasangan yang sudah menikah dalam
program penyuluhan dapat secara signifikan
mengatasi kebutuhan kontrasepsi yang belum
terpenuhi. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian
besar wanita yang sudah menikah mengalami
kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi,
seringkali karena kurangnya akses dan hambatan
komunikasi. Studi dari Rajkumari et al., (2024) dan
Tadesse et al., (2022) menunjukkan bahwa program
kesadaran tentang keluarga berencana dan layanan
yang tersedia dapat meningkatkan penggunaan
kontrasepsi di antara wanita yang sudah menikah,
berpotensi mengurangi kebutuhan yang tidak
terpenuhi. Melibatkan pasangan dalam diskusi
tentang keluarga berencana juga dapat berkontribusi
positif untuk mengatasi kebutuhan layanan keluarga
berencana.

KESIMPULAN

Perspektif gender sangat relevan dalam
memahami dan mengatasi unmet need dalam
pelaksanaan Program KB di Kota Serang. Penelitian
ini  menyimpulkan bahwa hambatan gender
merupakan faktor utama yang memengaruhi unmet
need di Kota Serang. Untuk mengatasi hal ini,
diperlukan intervensi berbasis gender yang meliputi:

1. Edukasi kesehatan reproduksi yang inklusif
untuk perempuan dan laki-laki.
2. Kampanye kesadaran untuk mengurangi

stigma  sosial ~ terhadap  penggunaan
kontrasepsi.

3. Peningkatan akses layanan KB melalui
distribusi fasilitas kesehatan yang lebih
merata.

4. Pelibatan laki-laki dalam program KB untuk
mendorong pengambilan keputusan
bersama.
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